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Pemahaman konsep taklik talak terutama pada perspektif gender masih 
terbataspada orang-orang tertentu; untuk itu diperlukansosialisasi lebih mendalam. 
Taklik talak dimaksudkan untuk menjamin istri yang tepat dan untuk melindungi 
mereka dari tindakandiskrimatif dan sewenang-wenang dari suami. Pasangan 
memiliki peran yang sama untukmenjaga terhadap resiko pelanggaran taklik talak. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research), yaitu 
dengan menelusuri literatur atau sumber-sumber data yang diperoleh dari 
buku-buku, jurnal-jurnal dan lainnya yang memiliki hubungan langsung atau tidak 
langsung dengan tema ini. Penelitian ini menggunakan alat analisis gender dimana 
membahas tema penelitian lebih luas tidak hanya sekedar dari sudut pandang 
perempuan akan tetapi keduanya dengan berdasarkan prinsip kesetaraan. Tujuan 
dari penelitian ini adalah mengetahui taklik talak sebagai upaya melindungi 
hak-hak istri yang dilihat dari segi gender.   
Hasil penelitian ini bahwa dengan adanya taklik talak dapat melindungi 
hak-hak istri  dalam hal hak nafkah dari suami, hak untuk tidak disakiti secara 
jasmani dan hak untuk diperdulikan oleh sebab itu taklik talak dapat melindungi 
istri dari kesewenang-wenangan suami, dengan adanya taklik talak pula dapat 
menghindarkan istri dari ketidakadilan gender yang termanifestasikan kedalam 
lima bentuk yaitu subordinasi, stereotipe, kekerasan atau violence, beban kerja atau 
double burden, serta marginalisasi. Akan tetapi pemahaman akan gender 
dikalangan masyarat masih sangatlah kurang sehingga diperlukan sosialisasi lebih 
mendalam. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Perbedaan gender yang ada dimasyarakat telah melahirkan berbagai 
ketidakadilan, baik bagi kaum laki-laki maupun kaum perempuan, dalam hal 
ini juga kaum perempuan yang cenderung lebih banyak menerima 
ketidakadilan. Ketidakadilan gender sendiri merupakan sistem dan struktur 
dimana baik kaum laki-laki dan perempuan menjadi korban dari sistem 
tersebut. 
Ketidakadilan gender termanifestasikan dalam berbagai bentuk seperti 
marginalisasi yaitu pemiskinan ekonomi, subordinasi yaitu penomor duaan, 
stereotipe atau pelabelan negatif, beban kerja lebih panjang dan lebih banyak 
atau double burden, dan kekerasan (violence). 
Marginalisasi sebagai bentuk peminggiran akibat perbedaan jenis 
kelamin yang mengakibatkan kemiskinan, muncul karena konsep gender 
dimaknai sama dengan sex. Anggapan ini menempatkan perempuan yang 
mencari nafkah dianggap sebagai pencari nafkah tambahan. Akibatnya 
perempuan mendapatkan gaji lebih rendah dari laki-laki, apalagi jika tingkat 
pendidikan perempuan rendah. Perempuan menjadi sasaran empuk untuk 
menerima PHK atau resign dari pekerjaan karena alasan hamil dan 
melahirkan.1 
                                                                
1 Agus Afandi, “Bentuk-bentuk Prilaku Bias Gender”, Jurnal Lentera, vol. 1, issue 1, 2019, 





Berdasarkan data Profil Perempuan Indonesia 2019, terlihat bahwa 
perekonomian masih didominasi oleh laki-laki. Hal ini tergambar dari angka 
tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan masih jauh lebih rendah yaitu 
51,88% dibandingkan angkatan kerja laki-laki sebesar 82,69%. Rata-rata upah 
gaji bersih sebulan pekerja perempuan pun masih lebih rendah dibandingkan 
laki-laki yaitu 2,39 juta rupiah banding 3,06 juta rupiah.2 
Kekerasan terhadap perempuan juga semakin kompleks dan beragam, 
dengan intensitas yang meningkat, terjadi di lintas ruang, baik di ranah 
domestik, publik dan negara. Selama 2019 jumlah kekerasan terhadap anak 
dan perempuan dalam catatan Komnas Perempuan sebesar 406.178 kasus, 
mengalami peningkatan sekitar 14% dibandingkan dengan tahun sebelumnya 
sebesar 348.446 kasus. Komnas Perempuan juga mencatat sepanjang tahun 
2019, sedikitnya terjadi 11.105 kasus KDRT di Indonesia.3 Maka jelaslah, 
keluarga merupakan wilayah yang subur berlangsungnya tindak kekerasan 
terhadap perempuan dan berbagai bentuk penyimpangan lainnya yang 
mencerminkan ketimpangan gender.  
Oleh sebab itu diperlukan instrumen untuk menjamin hak-hak 
perempuan dalam suatu perkawinan sehingga dibuatlah Taklik Talak. Taklik 
talak itu sendiri secara istilah bisa diartikan jatuhnya talak (perceraian) atau 
terjadinya perpisahan antara suami dan istri yang digantungkan kepada 
sesuatu yang dibuat dan disepakati pada waktu dilakukan akad nikah atau 
                                                                
2 Anonim, “Data Gender dan Anak 2019 Harapan Menuju SDM Berkualitas Indonesia 
Maju”, www.kemenpppa.go.id, diakses 12 Agustus 2020. 
3 Anonim, “Iwapi Sebut Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Meningkat Di 2019”, 






biasanya diucapkan setelah akad nikah. Jika terjadi pelanggaran terhadap apa 
yang dibuat dan disepakati maka hal tersebut bisa menjadi dasar jatuhnya 
talak (perceraian) atau terjadinya perpisahan.4 
Dengan adanya taklik talak ini diharapka, laki-laki (suami) dan 
perempuan (istri) sama-sama sama mempunyai pemahaman yang benar 
terhadap maksud dan tujuan taklik talak sebagai upaya untuk menciptakan 
keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah.5 Dengan terpenuhinya tujuan 
ini diharapkan tercapai pula tujuan bersama antara suami dan istri dalam 
mengarungi kehidupan rumah tangga. Sehingga hak dan kewajiban antara 
suami dan istri seharusnya berimbang dan bersifat saling melengkapi. 
Akan tetapi di Indonesia perbincangan tentang perlu atau tidaknya 
pembacaan sighat taklik talak dalam sebuah pernikahan menjadi perdebatan. 
Dalam perspektif perempuan, pembacaan sighat taklik talak ini diperlukan 
untuk menjamin hak-hak kaum perempuan dan sekaligus menjadi 
perlindungan bagi kaum perempuan dari tindakan kesewenang-wenangan 
laki-laki (suami), akan tetapi bagi yang kontra menyatakan tidak perlu atau 
bahkan tidak boleh dilaksanakan karena taklik talak tidak mempunyai dasar 
dalil-dalil yang qati.6 Akan tetapi pembacaan sighat taklik talak dianggap 
perlu bagi perempuan sebagai bentuk perlindungan atas haknya, sehingga 
tidak lagi muncul penguasaan suami atas istrinya. Sehinggga dari perbedaan 
pendapat inilah diperlukan kajian tentang taklik talak bukan hanya dengan 
                                                                
4 Khaeron Sirin, Perkawinan Mazhab Indonesia  (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 94. 
5 Muthoin, “Analisis Taklik Talak Perspektif Gender”, Jurnal Muwazah, vol. 04, no. 12, 
2012, hlm. 265.  
  





perspektif perempuan, tetapi lebih jauh lagi dengan menggunakan perspektif 
gender.  
Berdasarkan paparan diatas penelitian ini mengkaji taklik talak dalam 
perspektif gender dengan batasan kajian terhadap hak-hak istri. Hal ini 
dilakukan dengan pertimbangan bahwa masih kurangnya pemahaman 
masyarakat mengenai tujuan dari adanya taklik talak tersebut sebagai uapaya 
untuk menciptakan keluarga yang sakinah dengan saling terpenuhinya hak 
dan kewajiban masing-masing. 
Kajian dengan perspektif gender menuntut kepekaan yang kuat atau 
sensitivitas yang baik terhadap ketidakadilan gender seperti apa saja 
manifestasi atau bentuk-bentuk ketidakadilan gender, siapa yang diuntungkan 
atau dirugikan dan faktor apa yang menjadi penyebabnya. Untuk menguak 
ketidakadilan gender maka digunakan analisis gender, analisis ini digunakan 
untuk mengidentifikasi kedudukan, peran, fungsi, tanggung jawab, 
kesenjangan yang terjadi pada hak-hak istri yang mendapat ketidaksewenakan 
dari suami.7 
Beranjak dari sini maka penulis akan mengangkat permasalahan 
tersebut dalam penulisan skripsi dengan judul “Taklik Talak Sebagai 
Perlindungan Hak-hak Istri Perspektif Gender”. 
B. Definisi Operasional 
1. Taklik Talak 
                                                                
7 Mufidah, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender (Malang, UIN Malang Press, 





Kata taklik talak terdiri dari dua kata, yakni taklik dan talak. Kata 
taklik berasal dari kata arab ‘allaqa yu’qalliqu ta’liqan, yang berarti 
mengantungkan. Sementara kata talak berarti mentalak, menceraikan atau 
kata ganti perpisahan. Artinya terjadi talak (perceraian) atau perpisahan 
antara suami istri yang digantungkan terhadap sesuatu. Taklik talak ialah 
perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang 
dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan 
kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan 
datang.8 
2. Hak-hak istri 
Yang dimaksud hak istri disini yaitu hak-hak yang terdapat dalam 
isi taklik talak berupa hak istri untuk tidak ditinggalkan dalam hal ini 
suami tidak meninggalkannya selama dua tahun beturut-turut, hak 
mendapatkan nafkah, hak untuk tidak disakiti baik badan/jasmani, hak 
untuk tidak dibiarkan yang artinya suami tidak membiarkan atau tidak 
memperdulikannya selama enam bulan lamanya.  
3. Gender 
Gender yang dimaksud disini adalah pembedaan peran, kedudukan, 
tanggung jawab, dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan 
yang dibentuk atas konstruk sosial masyarakat tertentu, gender antara 
masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya bisa berbeda, 
gender juga dapat berubah seiring berjalannya waktu. 
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C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah 
dalam penelitian ini adalah 
1. Bagaimana taklik talak di dalam buku nikah dapat melindungi hak-hak 
istri? 
2. Bagaimana taklik talak sebagai perlindungan hak-hak istri perspektif 
gender? 
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 
1. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah: 
a. Mengetahui urgensi taklik di dalam buku nikah sebagai 
perlindungan hak-hak istri 
b. Mengetahui taklik talak sebagai perlindungan hak-hak istri 
perspektif gender 
2. Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah: 
a. Dapat menjadi bahan pengalaman dalam bidang penelitian bagi 
penulis. 
b. Dapat menjadi bahan pengetahuan bagi penulis tentang taklik talak 
perspektif Gender 
c. Dapat menjadi bahan bacaan bagi civitas akademika IAIN 
Purwokerto, baik untuk kepentingan akademik maupun untuk 







E. Kajian Pustaka 
Adapun untuk mengetahui posisi penelitian yang akan penulis lakukan, 
penulis berusaha mencari penelitian-penelitian yang berkaitan dengan taklik 
talak dan perlindungan hak-hak istri. Berikut ini adalah penelitian-penelitian 
yang penulis temukan yang berkaitan dengan penelitian ini : 
1.  Skripsi Mujahidin dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul 
“Perspektif Yuridis Terhadap Taklik Talak Sebagai Perjanjian 
Perkawinan”, Kesimpulan dari skripsi ini adalah dimana didalam 
perkawinan suami dan istri dapat melakukan perjanjian perkawinan 
membua suatu perjanjian pra perkawinan, yang salah satunya bisa berupa 
perjanjian taklik talak. Hukum perjanjian taklik talak sendiri adalah 
mubah akan tetapi melihat pada kenyataannya sighot perjanjian taklik 
talak telah tertera didalam setiap akta perkawinan yang dikeluarkan oleh 
KUA sehingga dengan adanya shigot taklik talak yang termuat dalam 
setiap akta perkawinan, tampak bahwa adanya perjanjian taklik talak 
tersebut diwajibkan pada setiap perkawinan.9 
 Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis 
karena sama-sama membahas taklik talak. Adapun perbedaannya adalah 
penelitian tersebut mencoba meneliti taklik talak sebagai bentuk 
perjanjian perkawinan dari segi yuridis atau hukum, sedangkan penelitian 
penulis mengkaji tentang taklik talak sebagai bentuk perlindungan hak 
istri perspektif gender. 
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2.  Skripsi Nur Azizah dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul 
“Taklik Talak dan Akibat Hukumnya Perspektif Teori Feminis”, 
Kesimpulan dari skripsi ini adalah berdasarkan teori feminis, akibat 
hukum khuluk karena pelanggaran taklik talak dalam KHI tidak sesuai 
dengan kesetaraan gender, karena pelanggaran taklik talak adalah bentuk 
kelalaian suami. Dipilihnya Feminis legal theory dan feminis liberal 
dengan alsan kedua teori tersebut karena keadilan dalam teori femnis 
liberal memegang prinsip kebebasan tetapi tetap mempertimbangkan 
nilai-nilai terkandung dalam masyarkat.10 
Terdapat persamaan penelitian diatas dengan penelitian penulis 
yaitu sama-sama membahas tentang taklik talak, tetapi terdapat juga 
perbedaan dimana penilitan diatas membahas mengenai akibat hukum 
dari taklik talak yang dilihat dari segi teori feminis, sedangkan penelitian 
penulis mengkaji taklik talak sebagai perlindungan hak-hak istri 
perspektif gender. 
3. Skripsi Nihayatul Ifadhloh dari UIN Walisongo Semarang yang berjudul 
“Taklik Talak Sebagai Perjanjian Perkawinan (Studi Analisis Terhadap 
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 45)”, Kesimpulan dari skripsi 
ini adalah Taklik talak bukan suatu hal yang wajib dibacakan saat 
pernikahan dilangsungkan, akan tetapi sebuah pilihan. Namun sekali 
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diucapkan taklik talak tidak dapat ditarik kembali atau diubah, meskipun 
dengan persetujuan pihak istri dan suami.11 
Terdapat persamaan dari penelitian diatas dengan penelitian penulis 
dimana sama-sama membahas taklik talak, tetapi terdapat perbedaan 
dimana penelitian diatas mengkaji analisis taklik talak terhadap KHI 
Pasal 45, sedangkan penelitian penulis mengkaji taklik talak sebagai 
bentuk perlindungan hak istri dari segi gender. 
Berdasarkan analisis singkat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 
penelitian yang mengkaji tentang taklik talak sebagai perlindungan hak-hak 
istri di bidang perkawinan perlu dikaji lebih lanjut sehingga penulis menilai 
penelitian ini dapat berkontribusi dalam kajian taklik talak dan kajian 
pembaharuan hukum Islam di Indonesia. 
F. Metode Penelitian 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut: 
1. Jenis penelitian 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Library Risearch 
(penelitian kepustakaan) dengan melalui pendekatan kualitatif. Kemudian 
metode yang digunakan yaitu Deskriptif analitis yang digunakan untuk 
mengungkap dan menjelaskan taklik talak sebagai perlindungan hak-hak 
istri perspektif gender. 
2. Sumber data 
a. Data primer  
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Data primer adalah data yang isinya mengikat karena 
dikeluarkan oleh pemerintah dan juga dapat diperoleh dengan cara 
wawancara. 12  Dalam penelitian ini untuk membahas taklik talak 
penulis menggunakan buku  karya Nasaruddin Umar yang berjudul 
Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Quran, Karya Mansour 
Faqih yang berjudul Analisis Gender dan Transformasi Sosial. 
Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender karya Mufidah Ch. 
b. Data sekunder  
Data sekunder adalah penelusuran data melalui bahan tertulis 
bentuk sumber sekunder dapat berupa berkas dari lembaga terkait, 
berita dari media massa hasil penelitian atau laporan yang telah 
dilakukan sebelumnya dan buku. Data sekunder juga akan 
memberikan penjelasan mengenai bahan sumber primer. Dalam hal ini 
adalah data yang relavan dengan subjek penelitian yang akan 
dijadikan informan dan buku-buku yang mendukung tersusunnya 
skripsi ini, seperti buku, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia karya 
Amir Syarifuddin, dan Fiqh Munakahat karya Abdul Rahman Ghazali, 
buku Muslimah Reformis Perempuan Pembaharu Keagamaan karya 
Musdah Mulia, buku karya Riant Nugroho yang berjudul Gender dan 
Strategi Pengarus-utamaannya di Indonesia, maupun jurnal karya 
Muthoin yang berjudul Urgensi Taklik Talak Perspektif Gender dan 
                                                                





Politisasi Relasi Suami-Istri Telaah KHI Perspektif Gender karya 
Durotun Nafisah dan sebagainya. 
3. Metode pengumpul data  
Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library 
research), maka penggalian diambil dari buku-buku ilmiah, jurnal, 
majalah yang membahas mengenai masalah penelitian ini, maka teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi. 
   Metode dokumentasi adalah laporan tertulis peristiwa dan 
pemikiran dan ditulis dengan sengaja untuk menyimpan atau meluruskan 
mengenai peristiwa tersebut. 13  Artinya data dikumpulkan dari 
dokumen-dokumen, baik yang berbentuk buku, jurnal, majalah, artikel, 
maupun karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan konsep gender  dan 
taklik talak dalam Islam dan data yang terkumpul tersebut dianalisis 
untuk keperluan pembahasan, sehingga menjadi sebuah kerangka acuan 
dalam penelitian ini.  
4. Analisa data  
Analisis gender adalah proses menganalisis data dan informasi 
secara sistematis tentang laki-laki dan perempuan untuk mengidentifikasi 
dan mengungkapkan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab 
laki-Iaki dan perempuan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi. 14 
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Dalam hal ini penulis menganalisis perlindungan hak-hak istri dalam 
taklik talak perspektif gender.  
G. Sistematika Penelitian 
Penulisan skripsi ini disusun dalam beberapa bab, dengan sistematika  
penulisan sebagai berikut: 
Bagian awal skripsi ini berisi Halaman Judul Skripsi, Halaman 
Pernyataan Keaslian, Halaman Nota Dinas Pembimbing, Halaman 
Pengesahan, Halaman Persembahan, Pedoman Transliterasi, Kata Pengantar, 
Abstak dan Kata Kunci dan Daftar Isi. 
BAB I, mencangkup pendahuluan dengan memuat diantaranya: Latar 
Belakang Masalah, Definisi Operasional, Rumusan Masalah, Tujuan dan 
Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika 
Penenelitian.  
BAB II, bab ini menjelaskan tentang konsep dasar gender yang meliputi, 
perbedaan seks dengan gender, ragam makna gender serta manifestasi 
ketidakadilan gender dan dampaknya. 
BAB III, mencangkup gambaran umum tantang taklik talak yang 
meliputi, Pengertian taklik talak, tujuan taklik talak, dasar hukum taklik talak, 
hukum pembacaan sighat taklik talak. 
BAB IV, berisi analisis gender tentang taklik talak yang meliputi, 
analisis taklik talak didalam buku nikah sebagai perlindungan hak-hak istri, 





BAB V, merupakan bagian akhir dari pembahasan skripsi, yang berupa 
penutup yang mencakup simpulan, saran, kata penutup, lampiran, dan daftar 
riwayat hidup. 
Disamping kelima pembahasan skripsi yang telah dijelaskan diatas, 







KONSEP DASAR GENDER 
A. Perbedaan Seks dan Gender 
Perlu disadari bahwa isu gender merupakan bukan isu baru bagi 
masyarakat, sehingga menimbulkan berbagai penafsiran dan respons yang 
tidak proporsional tentang gender. Seperti yang diungkapkan oleh Nur 
Syamsiah “Gender is often associated with gender (sex), whereas a different 
gender to gender. Gender is often understood as a gift of God or the divine 
nature, whereas gender is not solely so. Etymologically the word ‘gender' is 
derived from the English language meaning 'sex'. The word 'gender' can be 
definedas' the apparent differences between men and women in terms of 
values and behaviors”.15 
Salah satu faktor yang memengaruhi adanya kesenjangan gender 
adalah bermacam-macamnya tafsiran tentang pengertian gender. Kata Gender 
dalam istilah bahasa Indonesia sebenarnya berasal dari bahasa Inggris yaitu 
“gender”. Jika dilihat dalam kamus bahasa Inggris, tidak secara jelas 
dibedakan pengertian antara sex dan gender, seringkali gender dipersamakan 
dengan seks (jenis kelamin laki-laki dan perempuan).16 
Konsep gender tidak akan bisa dipahami secara komprehensif tanpa 
melihat konsep seks. Kekeliruan pemahaman dan pencampuradukan kedua 
konsep tersebut sebagai sesuatu yang tunggal, akan melanggengkan 
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ketimpangan dan ketidakadilan gender (gender inequalities). Selain itu, 
pemahaman dan pembedaan terhadap kedua konsep tersebut sangatlah 
diperlukan dalam melakukan analisis untuk memahami persoalan-persolan 
ketidakadilan sosial secara lebih luas.17 
Untuk memahami konsep gender harus dibedakan kata seks (jenis 
kelamin) dengan gender. Pengertian jenis kelamin merupakan penafsiran atau 
pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang 
melekat pada jenis kelamin tertentu. Misalnya, bahwa manusia jenis laki-laki 
adalah manusia yang memiliki atau bersifat seperti daftar berikut ini: laki-laki 
adalah manusia yang memiliki penis, memiliki jakala (kala menjing) dan 
memproduksi sperma. Sedangkan perempuan memiliki alat reproduksi seperti 
rahim dan saluran untuk melahirkan, memproduksi telur, memiliki vagina, 
dan mempunyai alat menyusui. Alat-alat tersebut secara biologis melekat 
pada manusia jenis perempuan dan laki-laki selamanya. Artinya secara 
biologis alat-alat tersebut tidak dapat dipertukarkan antara alat biologis yang 
melekat pada manusia laki-laki dan perempuan. Secara permanen tidak bisa 
diubah dan merupakan ketentuan biologis atau sering dikatakan sebagai 
ketentuan Tuhan atau kodrat.18 Ciri-ciri biologis ini sama di semua tempat, di 
semua budaya dari waktu ke waktu dan tidak dapat dipertukarkan satu sama 
lain. 
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Dalam pandangan agama Islam, segala sesuatu diciptakan Allah 
dengan kodrat seperti yang terdapat dalam Q.S. Al-Qamar (55): 49, berikut:  
َخَلْقَناُه ِبَقَدر   ِاَّنا ُكلا َشْيء    
“Sesungguhnya segala sesuatu Kami ciptakan dengan qadar”.19 
 
Oleh para pakar, qadar disini diartikan sebagai: “Ukuran-ukuran, 
sifat-sifat yang ditetapkan Allah bagi segala sesuatu” dan itulah kodrat. 
Dengan demikian, laki-laki atau perempuan sebagai individu dan jenis 
kelamin memiliki kodratnya masing-masing.20 
Sedangkan konsep lainnya adalah konsep gender, yakni suatu sifat 
yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi 
secara sosial maupun kultural. Misalnya bahwa perempuan itu dikenal lemah 
lembut, cantik emosional atau keibuan. Sementara laki-laki dianggap kuat, 
rasional, jantan, perkasa. Ciri dari sifat itu sendiri merupakan sifat-sifat yang 
dapat dipertukarkan, artinya ada laki-laki yang emosional, lemah lembut, 
keibuan, sementara juga ada perempuan yang kuat, rasional dan perkasa.21 
Oleh karena itu, studi gender lebih menekankan perkembangan aspek 
maskulinitas (masculinity atau rujuliyah) dan feminitas (feminity atau 
nisa’iyah), sedangkan studi seks lebih menitikberatkan padaperkembangan 
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aspek biologis dan komposisi kimia dalam tubuh laki-laki (maleness atau 
dzukuriyah) dan perempuan (femaleness atau umutsah).22 
Gender sebagaimana dituturkan oleh Oakley dalam Sex,Gender and 
Society yang dikutip oleh Mansour Fakih berarti perbedaan yang bukan 
biologis dan bukan kodrat Tuhan. Perbedaan biologis yakni perbedaan jenis 
kelamin (sex) adalah kodrat Tuhan dan oleh karenanya secara permanen 
berbeda. Sedangkan gender adalah perbedaan perilaku (behavioral differences) 
antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial, yakni 
perbedaan yang bukan kodrat atau bukan ketentuan Tuhan melainkan 
diciptakan oleh msnusia (laki-laki dan perempuan) melalui proses sosial dan 
kultural yang panjang.23  
Caplan dalam The Cultural Construction of Sexuality sebagaimana 
yang dikutip oleh Mansour Fakih menguraikan bahwa perbedaan perilaku 
antara laki-laki tidaklah sekedar biologi namun melalui proses sosial dan 
kultural. Oleh karena itu gender berubah dari waktu ke waktu, dari tempat ke 
tempat, bahkan dari kelas ke kelas sedangkan jenis kelamin biologis (sex) 
akan tetap tidak berubah.24 
Dari paparan diatas menunjukkan bahwa gender merupakan suatu 
istilah yang dibentuk secara sosial dan kultural untuk jangka waktu yang 
relatif lama, yang disosialisasikan secara turun temurun, maka pengertian 
yang baku tentang konsep gender ini belum ada hingga saat ini. 
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Sebab pembedaan laki-laki dan perempuan berlandaskan hubungan 
gender dimaknai secara berbeda dari satu tempat ke tempat lain, dari satu 
budaya ke budaya lain dan dari waktu ke waktu. Perbedaan fungsi dan peran 
antara laki-laki dan perempuan itu tidak ditentukan karena antar keduanya 
terdapat perbedaan biologi atau kodrat, tetapi dibedakan atau dipilih-pilah 
menurut kedudukan, fungsi dan peranannya masing-masing dalam berbagai 
bidang kehidupan.25 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jenis kelamin adalah 
perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang ditentukan oleh perbedaan 
biologis yang melekat pada keduanya. Jenis kelamin adalah tafsir sosial atas 
perbedaan biologis laki-laki dan perempuan. Gender adalah pembedaan peran, 
fungsi dan tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki yang dihasilkan 
dari konstruksi sosial budaya dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan 
zaman  (gender dipahami sebagai jenis kelamin sosial). Untuk lebih jelasnya 
dapat diperhatikan pada tabel berikut ini:26 
Tabel 1. Perbedaan Seks dan Gender 
Identifikasi Laki-laki Perempuan Sifat Kategori 
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dimiliki oleh laki-laki 





Dari tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa gender bisa 
dipertukarkan satu sama lain, gender bisa berubah dan berbeda dari waktu ke 
waktu, di suatu daerah dengan daerah yang lainnya. Oleh sebab itu 
identifikasi seseorang menggunakan perspektif gender tidak berisifat 
universal. Seorang laki-laki bisa saja bersifat lemah lembut dan keibuan 
sehingga ia bisa mengerjakan pekerjaan rumah yang dianggap sebagai 
pekerjaan seorang perempuan, begitu juga perempuan bisa saja memiliki 
tubuh yang kuat sehingga bisa melakukan pekerjaan yang biasanya dilakukan 
oleh laki-laki. 
B. Ragam Makna Gender 
1. Gender sebagai istilah asing dengan makna tertentu  
Gender sebagai suatu istilah asing dengan makna tertentu yang 








menimbulkan kecurigaan tertentu pada sebagian orang yang 
mendengarnya. Seringkali orang memandang perbedaan gender 
disamakan dengan perbedaan jenis kelamin (sex), sehingga menimbulkan 
pengertian yang salah.27  
Perbedaan manusia berdasar jenis kelamin (sex) dikenal sebagai 
sexual differentiation atau pembedaan seksual. Sedang "gender" sebagai 
istilah adalah hasil atau akibat dari pembedaan atas dasar jenis kelamin 
tersebut. Pada konteks ini sering terjadi perbedaan persepsi karena gender 
berasal dari bahasa asing yang sulit dicari padan katanya. Berbeda dengan 
kata ”demokrasi”, ”politik”, ekonomi dan sebagainya mudah untuk 
diterima karena tidak menimbulkan dampak pada terusiknya status dan 
peran lakilaki yang sejak semula telah diunggulkan oleh konstruk budaya. 
Sehingga tidak heran ketika perempuan sendiri sering menolak ”gender” 
karena dianggap melampaui tatanan kehidupan dalam masyarakat.28 
2.  Gender sebagai fenomena sosial budaya  
Perbedaan jenis kelamin adalah alami dan kodrati dengan ciri-ciri 
yang jelas dan tidak dapat dipertukarkan. Sebagai fenomena sosial gender 
bersifat relatif dan kontekstual. Gender yang dikenal masyarakat Jawa 
akan berbeda dengan masyarakat Bali atau Minangkabau. Hal ini terjadi 
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karena adanya kontruksi sosial budaya yang membedakan peran 
berdasarkan jenis kelamin.29 
Gender sebagai fenomena sosial berarti sebab akibat atau implikasi 
sosial (kemasyarakatan) yang muncul dalam masyarakat karena 
pembedaan yang didasarkan pada perbedaan jenis kelamin, yaitu laki-laki 
dan perempuan. Akibat sosial ini bisa berupa pembagian kerja, sistem 
penggajian, proses sosialisasi dan sebagainya. Gender sebagai fenomena 
budaya berarti akibat-akibat atau implikasi dalam budaya (yaitu pada pola 
dan isi pemikiran) yang muncul dalam masyarakat karena adanya 
klasifikasi dualistis yang didasarkan pada perbedaan antara laki dan 
perempuan.30 
Dalam teori nature dan nurture memberikan pemahaman konsep 
gender dengan dua landasan yang berbeda. Teori nature menganggap 
bahwa, perbedaan laki-laki dan perempuan bersifat kodrati, given from 
Allah. Anatomi biologis yang berbeda dari laki-laki dan perempuan 
menjadi faktor utama dalam penentuan peran sosial dua jenis kelamin 
tersebut. Laki-laki berperan utama dalam masyarakat karena dianggap 
lebih potensial, lebih kuat dan lebih produktif. Sedangkan perempuan 
karena organ reproduksinya (hamil, menyusui dan menstruasi), dinilai 
memiliki ruang gerak terbatas. Perbedaan itulah yang akhirnya 
melahirkan pemisahan dua fungsi dan tanggungjawab antara laki-laki dan 
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perempuan. Laki-laki berperan disektor publik dan perempuan disektor 
domestik. 31  
Sedangkan teori nurture beranggapan bahwa perbedaan antara 
laki-laki dan perempuan tidak ditentukan oleh faktor biologis melainkan 
hasil kontruksi masyarakat. Sehingga peran sosial ( peran domestik 
mutlak milik perempuan dan publik mutlak milik laki-laki), yang selama 
ini danggab baku bahkan dipahami sebagai doktrin agama, sesungguhnya 
bukan kehendak Tuhan dan tidak juga sebagai produk diterminis biologis, 
melainkan sebagai hasil kontruksi sosial (social construction).32 
3.  Gender sebagai kesadaran sosial  
Gender juga perlu dipahami sebagai kesadaran sosial, setiap orang 
yang mengetahui ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan tidak 
selalu menyadari bahwa hal itu merupakan sesuatu yang bersifat sosial 
maupun kultural. Pembagian peran gender antara laki-laki dan perempuan 
secara dikotomis, mislanya laki-laki sebagai pencari nafkah, sedangkan 
perempuan sebagai pencari nafkah tambahan, bapak bekerja di kantor 
sedangkan ibu tidak bekerja, laki-laki sebagai pemimpin, perempuan 
dipimpin dan seterusnya merupakan pembagian tugas yang bersifat sosial, 
dapat dilakukan oleh laki-laki dan perempuan, karena diubah atau 
berubah sesuai dengan kondisi sosial msyarakat dan juga sejalan dengan 
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 33  Gender sebagai 
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kesadaran sosial adalah kesadaran di kalangan warga masyarakat bahwa 
hal-hal yang berasal atau diturunkan dari pembedaan antara laki-laki dan 
perempuan adalah hal-hal yang bersifat sosial budaya atau merupakan 
sesuatu yang dibentuk oleh tatanan. Disini warga masyarakat mulai 
menyadari bahwa pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan 
misalnya bukanlah sesuatu yang alami, yang telah "ditakdirkan", yang 
diterima begitu saja, tetapi merupakan produk sejarah adaptasi atau 
hubungan masyarakat dengan lingkungan.34  
4. Gender sebagai persoalan sosial budaya  
Pembagian dan pembakuan peran gender pada dasarnya tidak 
menjadi masalah selama tidak menimbulkan ketidakadilan. Dalam banyak 
kajian terbukti bahwa pembakuan peran gender dan pandangan yang bias 
gender bersumber dari budaya patriarkhi dan matriarkhi sangat berpotensi 
menimbulkan ketidakadilan baik pada perempuan maupun pada laki-laki. 
Budaya patriarkhi cenderung mengutamakan laki-laki lebih dari 
perempuan sebaliknya budaya matriarkhi lebih mengunggulkan 
perempuan daripada laki-laki.35 
Lebih jauh, pembedaan laki-laki dan perempuan telah menjadi 
landasan ketidaksetaraan tersebut, karena masyarakat memandang 
perempuan lebih rendah dari pada laki-laki. Gender sebagai persoalan 
sosial-budaya adalah ketidaksetaraan gender yang menghasilkan pelbagai 
bentuk ketidakadilan dan penindasan berdasar jenis kelamin dan 
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perempuan merupakan pihak yang lebih rentan sebagai korban. 
Semuanya ini merupakan kenyataan yang dibentuk oleh tatanan sosial, 
budaya dan sejarah, karena itu sebenarnya dapat dan perlu dirubah. 
Perubahan ini tentu saja tidak mudah, karena untuk dapat melakukannya 
diperlukan analisis serta penarikan kesimpulan yang tepat. Disinilah 
gender sebagai alat analisis menjadi penting peranannya.36  
5. Gender sebagai sebuah konsep untuk analisis  
Dalam ilmu sosial, defisini gender tidak lepas dari asumsi-asumsi 
dasar yang ada pada sebuah paradigma, dimana konsep analisis 
merupakan salah satu komponennya. Asumsi-asumsi dasar itu umumnya, 
merupakan pandangan-pandangan filosofis dan juga ideologis. Yang 
menjadi persoalan, misalnya, konsep gender didefinisikan sebagai hasil 
atau akibat dari pembedaan atas dasar jenis kelamin atau yang lainnya, 
sesuai dengan paradigma yang digunakan dalam penelitian. Gender 
sebagai konsep untuk analisis merupakan gender yang digunakan oleh 
seorang ilmuwan dalam mempelajari gender sebagai fenomena sosial 
budaya.37  
Sebagai contoh gender digunakan untuk mengenalisis data dan 
informasi secara sistemik tentang laki-laki dan perempuan untuk 
mengidentifikasi dan mengungkapkan kedudukan, fungsi, peran dan 
tanggungjawab laki-laki dan perempuan, kesenjangan yang terjadi 
terhadap keduanya serta fakktor-faktor yang mempengaruhinya. Gender 
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sebagai alat analisis ini bermanfaat untuk melengkapi alat analisis sosial 
lainnya dan bukan untuk menggantinya.38 
6. Gender sebagai sebuah perspektif  
Untuk memandang suatu realitas gerakan dalam term ini, gender 
menjadi sebuah paradigma atau kerangka teori lengkap dengan asumsi 
dasar, model, dan konsep-konsepnya. Seorang peneliti menggunakan 
ideologi gender untuk mengungkap pembagian peran atas dasar jenis 
kelamin serta implikasi-implikasi sosial budayanya, termasuk 
ketidakadilan yang ditimbulkannya. Penelitian yang dilakukan dengan 
perspektif gender akan menonjolkan aspek kesetaraan dan kadang-kadang 
menjadi bias perempuan, karena kenyataan menuntut demikian.39 
Dalam hal ini penelitian berperspektif gender adalah suatu kajian 
yang dilaksanakan untuk mengungkap dan memahami terjadinya 
ketimpangan sosial yang disebabkan oleh aspek gender. Esensi penelitian 
berperspektif gender adalah berusaha mengungkap pengalaman laki-laki 
dan perempuan dan relasi gender sesuai dengan isu sentral yang perlu 
mendapat perhatian. Penelitian berperspektif gender bertujuan untuk 
memahami gejala dan penyebab ketimpangan gender, serta 
mengembangkan alternatif bagi pemecahan masalah tersebut. Kajian 
gender mengangkat masalah peran dan partisipasi laki-laki dan 
perempuan dalam berbagai sektor pembangunan sebagai isu pokok, 
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dalam usaha meningkatkan kesejahteraan dan status lakilaki dan 
perempuan sebagai mitra sejajar.40 
C. Manifestasi ketidakadilan gender dan dampaknya 
Perbedaan gender sesungguhnya tidaklah menjadi masalah sepanjang 
tidak melahirkan ketidakadilan gender (gender inequalities). Namun yang 
menjadi persoalan ternyata perbedaan gender telah melahirkan berbagai 
ketidakadilan, baik bagi kaum laki-laki dan terutama bagi kaum perempuan. 
Perbedaan gender selanjutnya melahirkan peran gender yang sesungguhnya 
tidak menjadikan masalah jika seandainya tidak terjadi ketimpangan yang 
berakhir pada ketidakadilan gender. 
Peran gender (gender role) tersebut kemudian diterima sebagai 
ketentuan sosial, bahkan oleh masyarakat diyakini sebagai kodrat. 
Ketimpangan sosial yang bersumber dari perbedaan gender itu sangat 
merugikan posisi perempuan dalam berbagai komunitas sosialnya. Akibatnya 
ketidakadilan gender tersebut antara lain :  
1. Marginalisasi (pemiskinan ekonomi) 
Timbulnya kemiskinan dalam masyarakat dan negara merupakan 
akibat dari proses marginalisasi yang menimpa kaum laki-laki dan 
perempuan yang disebabkan oleh berbagai kejadian, antara lain 
penggusuran, bencana alam atau proses eksploitas, namun ada salah satu 
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bentuk pemiskinan atas satu jenis kelamin terentu dalam hal ini 
perempuan disebabkan gender.41 
Perbedaan gender ini sebagai akibat dari beberapa perbedaan jenis 
dan bentuk, tempat dan waktu, serta mekanisme dan proses marginalisasi 
kaum perempuan. Perbedaan gender ini bila ditinjau dari sumbernya 
dapat berasal dari kebijakan pemerintah, keyakinan, tafsir agama, 
keyakinan tradisi dan kebiasaan atau bahkan asumsi ilmu pengetahuan.42 
Misalnya banyak perempuan desa yang menjadi miskin akibat 
program pertanian Revolusi Hijau yang hanya memfokuskan pada petani 
laki-laki. Hal ini karena asumsinya bahwa petani itu identik dengan petani 
laki-laki. Serta pelatihan pertanian yang hanya ditujukan kepada petani 
laki-laki, jadi yang dipermasalahkan adalah pemiskinan petani perempuan 
akibat bias gender.43 
Menurut Mansour Fakih marginalisasi kaum perempuan tidak saja 
terjadi di lingkungan tempat kerja melainkan bisa terjadi pula dalam 
lingkungan rumah tangga, masyarakat atau kultur, Marginalisasi terhadap 
perempuan juga terjadi dalam rumah tangga dalam bentuk diskriminasi 
atas anggota keluarga yang laki-laki dan anggota keluarga yang 
perempuan, misalnya baanyak suku-suku di Indonesia yang tidak 
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memberikan hak kepada perempuan untuk mendapatkan waris sama 
sekali dan lebih mengutamakan anggota keluarga laki-laki.44 
2. Subordinasi 
Subordinasi pada salah satu jenis kelamin, umumnya kepada kaum 
perempuan. Dalam rumah tangga, masyarakat, banyak kebijakan dibuat 
tanpa menganggap penting kaum perempuan. Misalnya, perempuan 
hanya pantas di dapur atau hanya sebatas konco wingking.45 Yang artinya 
perempuan hanya dijadikan sebagai pelengkap kepentingan laki-laki.  
Setelah itu, swargo nunut neroko katut. Ke surga atau neraka ikut 
suami. Nasib perempuan (istri), dengan begitu, benar-benar sangat 
tergantung pada laki-laki (suami). Perempuan (istri) yang baik atau ideal 
dalam pandangan umum adalah istri yang penurut, yang selalu 
menundukkan kepalanya di hadapan suami dan tidak suka protes, 
perempuan yang nrimo, tanpa peduli apakah yang dilakukan suaminya 
benar atau tidak. Mereka dengan rela membiarkan segala penderitaan 
ditanggung sendiri di dalam hatinya, di dalam batinnya. Mereka 
berkeyakinan bahwa sikap dan pandangan yang demikian niscaya akan 
ada balasannya yang lebih baik kelak. Sebaliknya, istri yang suka protes 
atau mengkritik, dianggap sebagai perempuan lancang dan tidak baik.46 
Subordinasi timbul sebagai akibat pandangan gender terhadap 
kaum perempuan. Sikap yang menempatkan perempuan pada posisi yang 
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tidak penting muncul dari adanya anggapan bahwa perempuan itu 
emosional atau irasional sehingga perempuan tidak bisa tampil memimpin 
merupakan bentuk dari subordinasi yang dibentuk.47  
Menurut Mansour Fakih subordinasi karena gender terjadi dalam 
berbagai bentuk yang berbeda dari waktu ke waktu, misalnya di Jawa 
orang beranggapan bahwa perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, 
karena perempuan hanya akan mengurusi dapur. Dalam rumah tangga 
juga masih sering terjadi apabila keuangan keluarga sangat terbatas dan 
harus mengambil keputusan untuk menyekolahkan anak-anaknya, maka 
yang akan diutamakan disini adalah anak laki-laki. 
3. Stereotipe 
Stereotipe adalah pelabelan negatif terhadap jenis kelamin tertentu, 
dan akibat dari stereotipe itu terjadi diskriminasi serta berbagai 
ketidakadilan lainnya. Dalam masyarakat, banyak sekali stereotipe yang 
dilekatkan pada kaum perempuan yang berakibat membatasi, menyulitkan, 
memiskinkan dan merugikan kaum perempuan. Karena adanya keyakinan 
masyarakat bahwa laki-laki adalah pencari nafkah (bread winer) misalnya, 
maka setiap pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan dinilai hanya 
sebagai “tambahan” dan oleh karenanya boleh saja dibayar lebih rendah. 
Oleh sebab itu dalam suatu keluarga, sopir (dianggap pekerjaan laki-laki) 
sering dibayar lebih tinggi dibanding pembantu rumah tangga (peran 
gender perempuan), meski tidak ada yang bisa menjamin bahwa 
                                                                








pekerjaan sopir lebih berat dan lebih sulit dibanding memasak dan 
mencuci.48 
Contoh lain bentuk strereotipe dalam kehidupan rumah tangga 
adalah jika yang bekerja adalah suami dan istri mengurus anak serta 
segala urusan rumah, istri akan menuruti semua keinginan suami agar 
tetap diberi nafkah (secara materi) untuk terus hidup. Hal tersebut 
dikarenakan bila istri ditinggalkan suami, dia tidak akan memiliki uang 
untuk melanjutkan hidupnya termasuk untuk membiayai anak-anaknya. 
4. Kekerasan (Violence)  
Violence (kekerasan) merupakan assoult atau serangan terhadap 
fisik maupun integritas mental psikologis seseorang yang dilakukan 
terhadap jenis kelamin tertentu, umumnya perempuan sebagai akibat dari 
perbedaan gender.49 Fenomena itu oleh masyarakat dianggap sebagai 
sesuatu yang sangat wajar jika perempuan menerima perlakuan tersebut 
dikarenakan anggapan masyarakat bahwa laki-laki merupakan pemegang 
sektor kehidupan. 
Kekerasan (violence) Kekerasan berbasis gender, kekerasan 
tersebut terjadi akibat dari ketidak seimbangan posisi tawar (bargaining 
position) atau kekuasaan antara perempuan dan lakilaki. Kekerasan terjadi 
akibat konstruksi peran yang telah mendarah daging pada budaya 
patriarkal yang menempatkan perempuan pada posisi lebih rendah.50 
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Contoh violence bisa berupa kekerasan fisik misalnya pemukulan, 
penganiayaan dan pembunuhan. Kekerasan psikis seperti penghinaan, 
sikap, ungkapan melalui verbal atau perkataan yang dapat menyebabkan 
sakit hati dan hal-hal yang dapat menimbulkan rasa tidak nyaman.  
Kekerasan seksual seperti pelecehan seksual, pencabulan, pemerkosaan, 
eksploitasi seksual pada dunia kerja, pemaksaan penggunaan alat 
kontrasepsi dan pengrusakan organ reproduksi.51  
5. Beban Kerja 
Budaya patriarki beranggapan bahwa perempuan tidak punya hak 
untuk menjadi pemimpin rumah tangga. Sebaliknya, ia berhak untuk 
diatur. Pekerjaan domestik yang dibebankan kepadanya menjadi identik 
dengan dirinya sehingga posisi perempuan sarat dengan pekerjaan yang 
beragam macamnya, dalam waktu yang tidak terbatas dan dengan beban 
yang berlipat, misalnya: memasak, mencuci, menyetrika, menjaga 
kebersihan kerapian rumah, membimbing belajar anak-anak dan 
sebagainya. Pekerjaan domestik yang berat tersebut dilakukan 
bersama-sama dengan fungsi reproduksi, haid, hamil, melahirkan, dan 
menyusui. Sementara laki-laki dengan peran publiknya menurut 
kebiasaan masyarakat (konstruk sosial) tidak bersentuhan dengan beban 
kerja domestik-reproduktif, karena pekerjaan ini dipandang hanya layak 
dikerjakan oleh perempuan.52 
                                                                
51  Mufidah Ch, “Rekonstrulsi Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Konteks Sosial 
Budaya dan Agama”, Jurnal Egalita, Vol. 1, No. 1, 2006, hlm. 9.   
52  Nur Aisyah, “Relasi Gender dalam Institusi Keluarga Pandangan Teori Sosial dan 








Peran gender perempuan adalah mengelola rumah tangga, maka 
banyak perempuan menanggung beban kerja domestik lebih banyak dan 
lebih lama (burden). dengan kata lain, peran gender perempuan 
mengelola, menjaga dan memelihara kerapian tersebut, telah 
mengakibatkan tumbuhnya tradisi dan keyakinan masyarakat bahwa 
mereka harus bertangggung jawab atas terlaksananya keseluruhan 
pekerjaan domestik. Sosialisasi peran gender tersebut menimbulkan rasa 
bersalah dalam diri perempuan jika tidak menjalankan tugas-tugas 
domestik tersebut. Sedangkan bagi kaum laki-laki, tidak saja merasa 
bukan tanggung jawabnya, bahkan dibanyak tradisi secara adat laki-laki 
dilarang terlibat dalam pekerjaan domestik. Beban kerja tersebut menjadi 
dua kali lipat bagi kaum perempuan yang juga bekerja diluar rumah.53 
Perempuan yang bekerja di luar rumah akan mengalami beban 
berlebih atau biasa disebut beban ganda. Hal ini disebabkan karena 
anggapan bahwa pekerjaan rumah tangga itu adalah tanggung jawab 
perempuan, sedangkan pekerjaan di luar rumah itu hanya membantu 
suami mencari nafkah. Sebaliknya, suami yang hanya tinggal di rumah 
merasa gengsi mengerjakan pekerjaan rumah tangga karena beranggapan 
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TINJAUAN UMUM TENTANG TAKLIK TALAK 
A. Pengertian Taklik Talak 
Secara etimologi, kata taklik berasal dari bahasa Arab yaitu allaqa yu-
alliqu taliqa yang berarti menggantungkan, sedangkan kata talak berasal dari 
kata tallaqa yutliqu tatliqan yang berarti menceraikan. Sehingga taklik talak 
dapat diartikan perceraian yang digantungkan, dengan kata lain perceraian 
atau perpisahan antara suami dengan istri yang digantungkan terhadap sesuatu. 
As Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh as Sunnah menyebutkan bahwa talak ada 
dua macam yaitu: al Tanjiz dan al Taliq. Al Tanjiz adalah talak yang 
dilakukan oleh suami terhadap istrinya pada waktu syarat atau sebab tertentu, 
sedangkan al Taliq adalah talak yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya 
tetapi digantungkan terhadap syarat atau sebab tertentu.55 
Secara istilah taklik talak bisa diartikan jatuhnya talak (perceraian) atau 
terjadinya perpisahan antara suami dan istri yang digantungkan kepada 
sesuatu yang dibuat dan disepakati pada waktu dilakukan akad nikah atau 
biasanya diucapkan setelah akad nikah. Jika terjadi pelanggaran terhadap apa 
yang dibuat dan disepakati maka hal tersebut bisa menjadi dasar jatuhnya 
talak (perceraian) atau terjadinya perpisahan.56 
Menurut Sayuti Thalib, dalam bukunya Hukum Kekeluargaan di 
Indonesia, pengertian taklik talak adalah hal-hal atau syarat-syarat yang 
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diperjanjikan itu, yang apabila terbukalah oleh suami, terbukalah 
kesempatan mengambil inisiatif untuk talak oleh istri kalau ia menghandaki.57 
Sedangkan taklik talak menurut pengertian hukum di Indonesia adalah 
semacam ikrar. Dengan ikrar itu suami menggantungkan terjadinya suatu 
talak atas istrinya. Apabila ternyata dikemudian hari melanggar salah satu 
atau semua yang telah diikrarkan, maka istri dapat mengajukan gugatan 
perceraian ke Pengadilan Agama. Hakim akan memberikan putusan 
perceraian apabila ternyata gugatan pihak istri beralasan dan terbukti, atau 
dengan kata lain taklik talak akan memberikan akibat hukum.58 
Jumhur Ulama Fiqh mengemukakan syarat bagi berlakuknya taklik 
talak, yaitu sesuatu yang belum ada atau belum terjadi dan mungkin terjadi, 
serta ketika lafal taklik talak diucapkan suami wanita tersebut masih berstatus 
istri atau masih dalam masa iddah, ketika syarat yang dikemukakan dalam 
lafal taklik talak itu terpenuhi wanita tersebut masih berstatus istri atau masih 
dalam masa iddahnya.59 
Adapun rumusan taklik talak yang sudah mengikuti Keputusan Menteri 
Agama Republik Indonesia yang terdapat didalam buku nikah adalah sebagai 
berikut:60  
Sesudah akad nikah, saya: Fulan bin fulan berjanji dengan sesungguh hati 
bahwa saya akan mempergauli istri saya yang bernama : Fulana binti 
Fulana dengan baik (mu’āsyarah bi al-ma’rūf) menurut ajaran Islam. 
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Kepada istri saya tersebut saya menyatakan sighat taklik sebagai berikut, 
Apabila saya :  
1. Meninggalkan istri saya selama 2 (dua) tahun berturut-turut 
2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya 
3. Menyakiti badan atau jasmani istri saya 
4. Membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya selama 6 (enam) bulan 
atau lebih 
Dan karena perbuatan saya tersebut, istri saya tidak ridho dan 
mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama, maka apabila 
gugatannya diterima oleh Pengadilan tersebut kemudian istri saya 
membayar uang sebesar Rp. 10,000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh 
(pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. 
Kepada Pengadilan Agama saya memberikan kuasa untuk menerima uang 
iwadh (pengganti) tersebut dan menyerahkannya untuk keperluan ibadah 
sosial.  
Dari rumusan sighat taklik talak diatas maka didapat unsur-unsur sighat 
taklik talak adalah sebagai berikut:61 
1. Suami meninggalkan istri 
2. Suami tidak memberi nafkah kepada istri 
3. Suami menyakiti istri 
4. Suami membiarkan tidak (memperdulikan) 
5. Istri tidak rela 
6. Istri mengadu ke Pengadilan 
7. Pengaduan istri diterima oleh Pengadilan 
8. Istri membayar uang Iwadh 
9. Jatuhnya talak satu suami kepada istri 
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10. Uang iwadh oleh suami diterimakan kepada Pengadilan untuk selanjutnya 
diserahkan kepada pihak ketiga untuk kepentingan ibadah sosial. 
Dari unsur diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa keseluruhan 
dari sighat taklik talak itu terkandung perlindungan terhadap suami maupun 
terhadap istri. unsur 1 sampai dengan unsur 4 terkandung maksud melindungi 
hak-hak istri, sedangkan unsur lainnya yaitu unsur ke enam sampai ke 
sembilan terkandung maksud untuk melindungi hak-hak suami dari 
kemungkinan tipuan atau nusyuznya istri. Sehingga rumusan sighat taklik 
talak tersebut cukup adil dan sesuai dengan hakikat syar’iyah. 
Dalam realitanya taklik talak seperti ini sebenarnya adalah bahwa 
suami menggantungkan talaknya kepada isteri dan itu disepakati bersama 
pada saat setelah akad nikah selesai kemudian seorang suami membacakan isi 
taklit talak tersebut sehingga apabila seorang suami melanggar isi taklik talak 
itu maka bisa dijadikan alasan seorang isteri untuk mengajukan gugatan 
perceraian ke Pengadilan Agama.62 
Sedangkan menurut para Imam baik Imam Maliki, Syafi’i, dan Ahmad 
bin Hanbali bahwa seorang perempuan boleh menuntut cerai kepada seorang 
hakim dengan alasan bahwa:63 
1. Suami tidak menafkahi isteri 
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2. Isteri dalam hidupnya tidak merasa aman disebabkan dari tingkah laku 
dan perbuatan suami 
3. Isteri dalam hidupnya terancam sebab suami pergi tidak ditempat yang 
dikehendaki. Dalam hal ini Imam Maliki dan Ahmad bin Hanbal, 
meskipun seorang suami meninggalkan nafkah yang cukup untuk selama 
masa ketidakhadirannya. Bagi Imam Ahmad, batas minimal seorang isteri 
bisa mengajukan gugat cerai adalah enam bulan sejak kepergian suaminya, 
dan tiga tahun bagi Maliki (menurut pendapat yang lain satu tahun) 
4. Isteri terancam kehidupannya karena suami berada dalam penjara  
Sayyid Sabiq menguraikan dalam Fikih Sunnah bahwa perjanjian 
perkawinan yang disebut sebagai taklik talak ada dua macam bentuk : 
1. Taklik yang dimaksud sebagai janji, karena mengandung pengertian 
melakukan pekerjaan atau meninggalkan suatu perbuatan atau 
menguatkan suatu kabar. Dan taklik talak sepertiini disebut dengan taklik 
qasami, seperti: Jika aku keluar rumah maka engkau tertalak, maksudnya 
adalah suami melarang isterinya keluar rumah ketika ia keluar. 
2. Taklik yang dimaksudkan untuk menjatuhkan talak bila telah terpenuhi 
syarat taklik. Taklik seperti ini disebut dengan ta’liq syarti atau taklik 
syarat, seperti: Jika engkau membebaskan akudari membayar sisa 
maharmu, maka engkau tertalak64 
Kedua bentuk taklik talak di atas dapat dibedakan dengan kata-kata 
yang diucapkan oleh suami. Pada takilk qasami, suami bersumpah untuk 
                                                                










dirinya sendiri. Sedangkan pada Taklik Syarti, suami mengajukan syarat 
dengan maksud jika syarat tersebut ada maka jatuhlah talak suami pada 
isterinya. 
B. Dasar Hukum Taklik Talak 
Dasar hukum taklik talak, baik menurut Al-Qur’an, maupun 
perundang-undangan yang berlaku,Adapun dasar Hukum Taklik Talak dalam 
Al-Qur’an Surat  Al-Baqarah Ayat 229 menyebutkan:  
 الطاََلُق َمراََتِن فَِإْمَساُك ِبَْعُروف  أَْوَتْسرِيٌح بِِ ْحَسان  
 
“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi 
dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik”.65  
Setelah itu dalam surat Al-Baqarah ayat selanjutnya yang berbunyi 
sebagai berikut: 
 فَإْن طَلاَقَها َفََل َتَِلُّ َلُه ِمْن بَ ْعُدَحَّتا تَ ْنِكَح زَ ْوًجا َغْْيَهُ 
 
“Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), 
maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan 
suami yang lain”.66 
 
Taklik Talak yang berlaku di Indonesia sebagai Talak yang 
digantungkan adalah yang diucapkan oleh Suami dan dikaitkan dengan iwadl 
sesudah akad nikah sebagai suatu perjanjian yang mengikat suami. Menurut 
Djamil Latif bahwa Taklik Talak versi Indonesia berlainan dengan Taklik 
Talak yang ada di Kitab Fiqih, di mana yang menjadi sasaran adalah isteri 
seperti suami mengatakan kepada isterinya: “kalau kamu keluar dari rumah 
ini, engkau tertalak”. Sedangkan Taklik Talak versi Indonesia yang menjadi 
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sasaran adalah suami, yang pelanggaran Taklik Talak ini oleh suami sedang 
isteri tidak rela dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan 
Pengadilan Agama membenarkan pengaduannya itu dan isteri membayar 
uang iwadl (pengganti), maka jatuhlah Talak Khul’i kepada isterinya.Dan 
Talak ini mulai berlaku pada saat Hakim Pengadilan Agama menjatuhkan 
Talak karena suami terbukti telah melanggar Taklik Talak.67 Taklik Talak ini 
didasarkan kepada Firman Allah Surat An-Nisa’ Ayat 128 menyebutkan:  
نَ ُهَما ُصلًحا  َوإِ ِن اْمرَأٌَة َخاَفْت ِمْن بَ ْعِلَها ُنُشوًز أَوْ  ِإْعرَاًضا َفََلُجَناَح َعَلْيِهَما َأْن ُيْصِلَحا بَ ي ْ
 َوالصُّْلُح َخْْيٌ َوُأْحِضَرِت اْْلَنْ ُفُس الشُّحُّ وِإْن َُتِْسُنوا َوتَ ت اقُّوا فَِإنا َاهلَل َكاَن ِبَا تَ ْعَمُلوَن َخبِ ْيًا 
 
“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari 
suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian 
yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) 
walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul 
dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap 
tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang 
kamu kerjakan”.68 
 
Dasar taklik talak sebagai perjanjian perkawinan terdapat dalam 
Kompilasi Hukum Islam Bab VII Pasal 45 yg berbunyi:69 
Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan 
dalam bentuk:  
(1) Taklik talak 
(2) Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam 
Adapun mengenai penjelasannya adalah kata perjanjian berasal dari 
kata janji yang berarti perkataan yang menyatakan kesediaan dan 
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kesanggupan untuk berbuat. Janji juga dapat diartikan persetujuan antara dua 
pihak (masing-masing menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat 
sesuatu).  
Perjanjian taklik talak adalah perjanjian yang diucapkan oleh suami 
setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa talak yang 
digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa 
yang akan datang.  
Sedangkan dalam Pasal 46 Kompilasi Hukum Islam (KHI) berbunyi:70 
(1) Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan Hukum Islam. 
(2) Apabila keadaan yang disyaratkan dalam taklik talak betulbetul terjadi 
di kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak 
sungguhsungguh jatuh, istri harus mengajukan persoalannya ke 
pengadilan agama. 
(3) Perjanjian taklik talak bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada 
setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan 
tidak dapat dicabut kembali. 
Sedangkan Peraturan Menteri Agama No 2 Tahun 1990, diatur dalam 
Bab III tentang pemeriksaan nikah, pada pasal 11 dan pasal 24 yang berbunyi: 
Pasal 11 
(1) Calon suami istri dapat mengadakan perjanjian sepanjang tidak 
bertentangan dengan hukum Islam dan Peraturan 
Perundang-undangan yang berlaku 
                                                                










(2) Perjanjian sebagaimana tersebut pada ayat (1) dibuat rangkap 4 di atas 
kertas bermaterai menurut peraturan yang berlaku. Lembar pertama 
untuk suami, lembar kedua untuk istri, lembar ketiga untuk PPN dan 
lembar keempat untuk Pengadilan 
(3) Perjanjian yang berupa taklik talak dianggap sah jika perjanjian itu 
dibaca dan ditanda tangani oleh suami setelah akad nikah 
dilangsungkan 
(4) Shîghat taklik talak ditetapkan oleh Menteri Agama 
(5) Tentang ada atau tidak adanya perjanjian sebagaimana dimaksud ayat 
(1) dan ayat (3) dicatat dalam daftar pemeriksaan nikah.  
Pasal 24 
(1) Apabila waktu pemeriksaan nikah calon suami istri telah menyetujui 
adanya taklik talak sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (3), maka 
suami membaca dan menandatangani taklik talak sesudah akad nikah 
dilangsungkan 
(2) Apabila waktu nikah suami mewakilkan qabul kepada orang lain, 
maka taklik talak itu dibaca dan ditandatangani oleh suami pada 
waktu yang lain di muka PPN/Pembantu PPN tempat akad nikah 
dilakukan atau yang mewilayahi tempat tinggalnya.  
Berdasarkan pada ketentuan di atas, maka dapat dikatakan bahwa: isi 
taklik talak sudah ditentukan oleh Menteri Agama dan diterbitkan oleh 
Kementerian Agama, karena yang melakukan perjanjian taklik talak ini 










bertentangan dengan Hukum Islam, dan apabila suami melanggar perjanjian 
taklik talak tersebut, maka istri harus mengajukannnya ke Pengadilan Agama. 
Karena perceraian di Indonesia terjadi apabila dilakukan dihadapan para 
hakim dalam sidang di Pengadilan Agama.71 
C. Tujuan Taklik Talak Didalam Buku Nikah 
Hukum taklik talak merupakan tidak wajib dilakukan oleh pasangan 
suami istri. Namun apabila suami melanggar perjanjian taklil talak tersebut 
maka istri dapat mengajukan gugatan untuk bercerai dihadapan persidangan. 
Dalam praktek pernikahan di Indonesia, tidak semua suami membaca sighat 
taklik talak setelah melaksanakan akad nikah, hal tersebut dikarenakan 
beberapa alasan diantaranya pemahaman suami dan istri terhadap pentingnya 
sighat taklik talak. Pembacaan taklik talak perlu dipahami untuk salah satu 
upaya mejaga kelangsungan pernikahan dan terciptanya keluarga yang sah 
mawaddah dan rahmah, bagi laki-laki membaca sighat taklik talak sebagai 
komitmen untuk melaksanakan tugas-tugas dan kewajibanya sebagai seorang 
suami dengan sebaik-baiknya,dan tidak bertindak sewenang-wenang terhadap 
istri, melindungi dan menjaga hakhak istri. Setiap perjanjian yang telah 
disepakati dalam sighot taklik talak tersebut tidak dapat dicabut kembali dan 
apabila suami melangar perjanjian taklik talaknya maka istri dapat 
mengajukannya kepada pengadilan agama.72 
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Makna dari taklik talak harus dipahami sebagai salah satu kekuatan 
demi mewujudkan kehidupan keluarga yang harmonis bahagia dan sejahtera 
dan kekal sampai maut yang memisahkannya. Sehingga bagi laki-laki (suami) 
ikrar/ucapan taklik talak harus dijadikan sebagai cambuk komitmen dalam 
pernikahan untuk selalu bisa menjalankan tugas dan kwajiban seorang suami 
dengan baik, mampu menjaga dan melindungi istri dan selalu diikat oleh rasa 
cinta dan kasih yang mendalam. Dengan adanya sighat taklik maka sebagian 
besar hak-hak perempuan dapat terjamin apabila seorang laki-laki tidak dapat 
memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami. Dalam hal ini, bahwa tujuan 
taklik talak adalah memberikan komitmen yang kuat bagi laki-laki (suami) 
untuk mu’āsyarah bi al-ma’rūf, memberikan jaminan kepada hak-hak istri 
dan sebagai pelindung dari perbuatan seorang suami yang tidak baik.73 
Dalam perspektif gender bahwa suami dan istri mempunyai peran yang 
sama dalam mewujudkan kehiduan keluarga yang bahagia. Oleh sebab itu 
maka suatu keadilan dalam rumah tangga akan tercapai ketika kedua belah 
pihak paham akan hak dan kewajibannya. Sehingga jenis kelamin tidak bisa 
dijadikan sebagai landasan untuk berlaku tidak adil dalam kehidupan keluarga. 
Dalam hal ini meskipun suami atau istri mempunyai peran yang sama 
terhadap penjagaan supaya pelanggaran taklik talak tidak terjadi, namun 
apabila terjadi sesuatu yang dianggap sebagai pelanggaran sighat taklik talak 
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baik dari suami atau istri, maka fungsi daripada taklik talak ini adalah menjadi 
perlindungan bagi perempuan/istri untuk terpenuhi semua hak-haknya.74 
D. Hukum Pembacaan Sighat Taklik Talak 
Di Indonesia perbincangan tentang perlu atau tidaknya pembacaan 
sighat taklik talak dalam sebuah pernikahan menjadi perdebatan. Dalam 
perspektif perempuan, pembacaan sighat taklik talak ini diperlukan untuk 
menjamin hak-hak kaum perempuan dan sekaligus menjadi perlindungan bagi 
kaum perempuan dari tindakan kesewenang-wenangan laki-laki (suami), akan 
tetapi bagi yang kontra menyatakan tidak perlu atau bahkan tidak boleh 
dilaksanakan karena taklik talak tidak mempunyai dasar dalil-dalil yang qati. 
Meskipun dengan alasan yang berbeda dengan pendapat di atas, MUI 
termasuk yang menyatakan bahwa taklik talak tidak diperlukan lagi, dan 
ditegaskan dalam Keputusan MUI pada tanggal 23 Rabiul Akhir 1417 H, 
bertepatan dengan 7 September 1996, yang menyebutkan bahwa 
mengucapkan sighat taklik talak tidak diperlukan lagi.75 
Menurut Khoiruddin Nasution, ada beberapa alasan yang 
melatarbelakangi keputusan ini Pertama, bahwa meteri sighat taklik talak 
pada dasarnya telah dipenuhi dan tercantum dalam Undang-Undang No. 1 
tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang No. 7 tahun 1989 
tentang Peradilan Agama. Kedua, menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), 
perjajian taklik talak bukan merupakan keharusan dalam setiap perkawinan 
(KHI pasal 46 ayat 3). Ketiga, bahwa konteks mengucapkan sighat taklik 
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talak menurut sejarahnya adalah untuk melindungi hakhak wanita, dimana 
waktu itu taklik talak belum ada dalam peraturan perundang-undangan 
perkawinan. Karena itu, setelah adanya aturan tentang itu dalam peraturan 
perundang-undangan perkawinan, maka mengucapkan sighatnya tidak 
diperlukan lagi. Meskipun demikian, taklik talak merupakan salah satu 
sumber kekuatan spiritual bagi kaum perempuan dengan penjaminan atas 
hakhak istri (perempuan), melindungi mereka dari perlakuan semena-mena 
dan diskriminasi dari suami (laki-laki), dan meletakkan mereka sejajar dengan 
kaum laki-laki (suami).76 
Namun dicatat juga, bahwa kontekstualisasi munculnya perdebatan 
perlu atau tidaknya mengucapkan sighat taklik talak selepas akad nikah lebih 
pada pertimbangan waktu yang dibutuhkan, bukan masalah materi. Sebab di 
beberapa daerah jumlah pegawai pencatat nikah belum seimbang dengan 
kebutuhan, ditambah dengan kebiasaan pelaksanaan perkawinan pada 
bulan-bulan tertentu. Bahkan di beberapa daerah ada keyakinan bahwa 
pelaksanaan perkawinan diyakini harus dilaksanakan dalam jam dan menit 
tertentu. Sementara kalau dilaksanakan di luar waktu atau jam dan menit 
tersebut mengakibatkan atau minimal dikhawatirkan mengakibatkan 
perkawinan tidak langgeng atau kurang berhasil. Dalam kondisi dan dalam 
upaya menjembatani keyakinan sejenis ini para penghulu berinisiatif awalnya 
sighat taklik talak dibacakan tetapi tidak harus di depan penghulu. Sebab 
waktu untuk membacakan sighat taklik talak cukup menyita waktu bagi 
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penghulu. Akhirnya lama kelamaan tradisi membaca sighat taklik talak 
semakin memudar, dan akhirnya lahirnya fatwa MUI tersebut di atas.77 
Dengan kata lain sighat taklik talak bukan merupakan satu-satunya 
jalan seorang perempuan untukuk memperjuangkan hak talaknya namun 
masih terdapat beberapa pilihan untuk mengajukan permohonan perceraian 
dihadapam persidangan, namun bukan berarti sighat taklik talak tidak 
diperlukan lagi melainkan dapat dijadikan tambahan opsi yang diberikan 
kepada pihak istri dalam meyakinkan kesetiaan suami kepadanya dan juga 
dapat sebagai tanggung jawab suami kepada istrinya. 78  Oleh sebab itu 
diperlukan sosialisasi lebih mendalam bahwa adanya taklik talak sebagai 
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ANALISIS TAKLIK TALAK PERSPEKTIF GENDER 
A. Analisis taklik talak di dalam buku nikah 
Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang 
menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan 
hubungan kelamin atau bersetubuh.79 perkawinan disebut juga “pernikahan”, 
berasal dari kata nikah (نكاح) yang menurut bahsa artinya mengumpulkan, 
saling memasukan, dan digunakan untuk arti persetubuhan, juga untuk arti 
akad nikah.80 
Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pernikahan adalah 
ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami 
isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan 
kekal berdasarkan Ketuhahan Yang Maha Esa.81 Sedangkan dalam Kompilasi 
Hukum Islam “Perkawinan yang sah menurut hukum Islam merupakan 
pernikahan, yaitu akad yang kuat atau mi>s|a>qan ghali>z}an untuk menaati 
perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.82 Dari pengertian 
diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pernikahan bukan hanya sekedar 
menghalalkan hubungan kelamin tetapi juga bertujuan membentuk keluarga 
yang bahagia dan kekal yang artinya menghindari terjadinya perceraian. 
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Perceraian sendiri dapat dihindari jika suami istri sama-sama 
menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah 
ketentraman dan ketenangan hati, sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup 
berumah tangga. Dengan demikian tujuan hidup berkeluarga akan terwujud 
sesuai dengan tuntutan agama yaitu sakinah mawaddah wa rahmah.83 
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik angka perceraian di Indonesia 
pada tahun 2019 menyentuh angka 408.202 yang mengalami peningkatan 
dimana sebelumnya pada tahun 2018 sebesar 374.516 artinya mengalami 
kenaikan sebesar sebesar 9%, Penyebab terbesar perceraian pada 2018 adalah 
perselisihan dan pertengkaran terus menerus dengan 183.085 kasus. Faktor 
ekonomi menempati urutan kedua sebanyak 110.909 kasus. Sementara 
masalah lainnya adalah suami/istri pergi (17,55%), KDRT (2,15%), dan 
mabuk (0,85%).84 
Selama 2019 jumlah kekerasan terhadap anak dan perempuan dalam 
catatan Komnas Perempuan sebesar 406.178 kasus, mengalami peningkatan 
sekitar 14% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 348.446 kasus. 
Komnas Perempuan juga mencatat sepanjang tahun 2019, sedikitnya terjadi 
11.105 kasus KDRT di Indonesia. 85  Tingginya angka perceraian yang 
disebabkan kasus tersebut mendorong diperlukannya instrumen untuk 
menjamin hak-hak perempuan mengingat penyebab perceraian salah satunya 
adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang biasanya dialami oleh 
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kaum perempuan, walaupun tidak menutup kemungkinan KDRT dialami juga 
oleh laki-laki atau suami serta adanya anggapan perempuan merupakan kaum 
yang lemah sehingga dapat dengan mudah ditindas oleh laki-laki atau suami. 
Perbedaan gender sesungguhnya tidaklah menjadi masalah sepanjang 
tidak melahirkan ketidakdilan gender (gender inequalities).86 namun pada 
kenyataanya perempuan banyak mengalami ketidakadilan terlebih dalam 
lingkup keluarga sekalipun. Oleh sebab itu diperlukan instrumen sebagai 
upaya untuk menjamin hak-hak perempuan. 
Taklik talak hadir sebagai upaya untuk menjamin hak-hak perempuan 
dari ketidaksewenangan laki-laki dalam sebuah rumah tangga, dimana taklik 
talak berupa sighat yang dilakukan oleh suami setelah melakukan akad nikah 
dengan tujuan menghindari adanya perceraian dikarenkan adanya tindak 
kesewenangan dari laki-laki sehingga tujuan pernikahan dapat terwujud 
dengan adanya hak dan kewajiban yang terpenuhi. 
Rumusan terakhir sighat taklik talak sendiri ditetapkan berdasarkan 
Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1990, yang rumusan 
lengkapnya adalah sebagai berikut:  
Sesudah akad nikah, saya Fullan bin Fullan berjanji dengan 
sesungguh hati, bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai 
seorang suami, dan akan saya pergauli isteri saya bernama Fullani 
binti Fullani dengan baik (mu‘âsyarah bil ma‘rûf) menurut ajaran 
syari‘at Islam. Selanjutnya saya mengucapkan sighat taklik atas isteri 
saya itu sebagai berikut:  
Sewaktu-waktu saya  
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(1) Meninggalkan isteri saya dua tahun berturut-turut 
(2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan 
lamanya 
(3) Atau saya menyakiti badan/jasmani isteri saya 
(4) Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya enam 
bulan lamanya 
Kemudian isteri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada 
Pengadilan Agama atau petugas yang memberinya hak untuk 
mengurus pengaduan itu dan pengaduannya dibenarkan serta diterima 
oleh Pengadilan atau petugas tersebut, dan isteri saya membayar uang 
sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (penggati) 
kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada 
Pengadilan atau petugas tersebut tadi saya kuasakan suntuk menerima 
uang iwadh (pengganti) itu dan kemudian menyerahkannya kepada 
Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Pusat, untuk perluan ibadah 
social.87 
Dari rumusan sighat taklik talak tersebut terdapat unsur-unsur sebagai 
berikut :88  
1. Suami meninggalkan isteri 
2. Suami tidak memberi nafkah kepada isteri 
3. Suami menyakiti isteri 
4. Suami membiarkan tidak (memperdulikan) isteri 
5. Isteri tidak rela 
6. Isteri mengadu ke Pengadilan 
7. Pengaduan isteri diterima oleh Pengadilan 
8. Isteri membayar uang iwadh 
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9. Jatuhnya talak satu suami kepada isteri 
10. Uang iwadh oleh suami diterimakan kepada Pengadilan untuk selanjutnya 
diserahkan kepada pihak ketiga untuk kepentingan ibadah sosial.  
Dari unsur-unsur di atas terlihat bahwa alasan taklik talak pada 
dasarnya hanya ada empat, yakni: Suami meninggalkan isteri, Suami tidak 
memberi nafkah kepada isteri, Suami menyakiti isteri, Suami membiarkan 
tidak (memperdulikan) isteri. Dari keempat unsur tersebut merupakan wujud 
dari upaya menjamin hak-hak istri (perempuan). Oleh sebab itu diperlukan 
adanya pemenuhan hak dan kewajiban dari suami istri untuk menghindari 
terjadinya talak atau perceraian.  
Suatu perkawinan menurut hukum positif di Indonesia yang juga 
diilhami dari Hukum Islam pada dasarnya bertujuan untuk membentuk 
keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 
Hendaknya kita sadar bahwa perkawinan bukan bertujuan hanya untuk sesaat 
saja. Di dalam sebuah perkawinan terkandung hak dan kewajiban 
masing-masing, baik itu suami maupun istri. Suami sebagai kepala keluarga 
mempunyai kewajiban yang tidak ringan, diantaranya ia harus menyayangi 
istri dan mampu memberikan nafkah lahir maupun batin, ikrar taklik talak 
pada dasarnya memberi jaminan atas terpenuhinya kewajiban suami ini.89 
Secara normatif, seorang laki-laki yang menikah juga telah berjanji 
kepada Allah SWT untuk memperlakukan istrinya dengan baik, menjaga 
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kemuliaan serta tidak menganiayanya. Apabila dirinci kewajiban suami atas 
istrinya terdiri dari: 
1. Nafkah. Setiap suami wajib memenuhinafkah bagi keluarganya sesuai 
dengan kesanggupannya. Namun dilarang pula seorang suami 
memberikan nafkah secara berlebihan karena mempunyai dampak negatif. 
Memberi nafkah kepada keluarganya merupakan tugas suci bagi seorang 
suami. Jadi memberi nafkah bagi keluarga merupakan prioritas pertama 
bagi seorang suami. 
2. Tempat Tinggal. Ulama menafsirkan bahwa seorang suami mempunyai 
kewajiban memberikan papan bagi istrinya secara layak dan sesuai 
dengan kemampuannya. Di dalam rumah itulah seorang istri mampu 
sepenuhnya menempatkan diri sebagai pemimpin rumah ngga. 
Sebagaimana yang diungkapkan Nanda Rizkiya Putra, taklik talak 
didalam buku nikah memiliki fungsi bahwa, pembacaan taklik talak perlu 
dipahami untuk salah satu upaya mejaga kelangsungan pernikahan dan 
terciptanya keluarga yang sah mawaddah dan rahmah, bagi laki-laki membaca 
sighat taklik talak sebagai komitmen untuk melaksanakan tugas-tugas dan 
kewajibanya sebagai seorang suami dengan sebaik-baiknya,dan tidak 
bertindak sewenang-wenang terhadap istri, melindungi dan menjaga hak-hak 
istri. Setiap perjanjian yang telah disepakati dalam sighat taklik talak tersebut 
tidak dapat dicabut kembali dan apabila suami melangar perjanjian taklik 
talaknya maka istri dapat mengajukannya kepada pengadilan agama.90 
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Dengan adanya sighat taklik maka sebagian besar hak-hak perempuan 
dapat terjamin apabila seorang laki-laki tidak dapat memenuhi kewajibannya 
sebagai seorang suami. Dalam hal ini, bahwa tujuan taklik talak adalah 
memberikan komitmen yang kuat bagi laki-laki (suami) untuk mu’āsyarah bi 
al-ma’rūf, memberikan jaminan kepada hak-hak istri dan sebagai pelindung 
dari perbuatan seorang suami yang tidak baik.91 Oleh sebab itu dapat diambil 
kesimpulan bahwa taklik talak didalam buku nikah dapat d ijadikan salah satu 
alternatif dalam melindungi hak-hak istri, sehingga istri terlindungi dari 
tindak kesewenang-wenangan suami. 
Kenyataan di lapangan terlihat banyaknya perceraian yang disebabkan 
kelalaian suami terhadap isteri dalam hal pengurusan, pemberian nafkah, dan 
penghargaan terhadap wanita.92 Dalam hal inilah tampak akan fungsi taklik 
talak yang mengikat pertanggungjawaban suami terhadap isterinya. Dari satu 
sisi suami akan lebih konsisten dan bertanggungjawab terhadap kelangsungan 
rumah tangga dan di sisi lain isteri akan lebih dihargai. Pelanggaran suami 
terhadap hal-hal yang termaktub dalam sighat taklik talak sudah merupakan 
alasan bagi istri untuk mengajukan keberatan dan menuntut dijatuhkannya 
talak. Walau masih terdapat beberapa pendapat yang kontradiktif terhadap 
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keberadaan taklik saat ini, namun pengaruhnya terhadap penghargaan terhadap 
wanita dalam rumah tangga lebih besar.93  
Mahmoud Syaltout dalam buku Perbandingan Mazhab menjelaskan 
bahwa para ahli Hukum Islam berpendapat bahwa perjanjian taklik talak 
adalah jalan terbaik dalam melindungi kaum wanita dari perbuatan tidak baik 
dari pihak suami. Sekiranya seorang suami telah mengadakan perjanjian 
taklik talak, ketika akad nikah dilaksanakan dan bentuk perjanjian itu telah 
disepakati bersama, maka perjanjian taklik talak itu dianggap sah untuk 
semua bentuk taklik. Apabila suami melanggar perjanjian yang telah 
disepakati itu maka isteri dapat meminta cerai kepada hakim yang telah 
ditunjuk oleh pihak yang berwenang.94 Untuk itulah maka sesuai dan menurut 
kemaslahatan bagi suami maupun isteri, eksistensi taklik talak didalam buku 
nikah sangatlah penting. 
Dalam perspektif gender bahwa suami dan istri mempunyai peran 
yang sama dalam mewujudkan kehidupan keluarga yang bahagia. Oleh sebab 
itu maka suatu keadilan dalam rumah tangga akan tercapai ketika kedua belah 
pihak paham akan hak dan kewajibannya. Sehingga jenis kelamin tidak bisa 
dijadikan sebagai landasan untuk berlaku tidak adil dalam kehidupan 
keluarga.95 Oleh sebab itu meskipun antara suami dan istri memiliki peran 
yang sama terhadap penjagaan agar pelanggaran taklik talak tidak terjadi, 
namun apabila terjadi sesuatu yang dianggap sebagai pelanggaran sighat 
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taklik talak, maka fungsi taklik talak di dalam buku nikah menjadi 
perlindungan bagi perempuan atau istri agar haknya terlindungi. 
B. Analisis taklik talak sebagai perlindungan hak-hak istri perspektif gender 
Pernikahan dalam Islam merupakan perintah bagi seluruh kaum 
muslimin. Di dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pasal 1 menyatakan 
bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang wanita dengan 
seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang 
bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.96 Oleh sebab itu 
untuk membentuk  keluarga yang sejahtera harus dibangun atas prinsip 
mawaddah wa rahmah, penuh rasa cinta, dan kasih sayang diantara anggota 
keluarga, terutama antara suami dan istri.97 
Relasi suami istri yang ideal adalah yang berdasarkan pada prinsip 
mu’āsyarah bi al-ma’rūf, Sebagaimana dijelaskan dalam surat an-Nisa’: 19 
yang berbunyi: 
ًئا َوََيَْعَل هللاُ ِفيِه َخْيًْ ا َكِثْيًا  َوَعا ِشُروُهنا ِِبْلَمْعُروِف فَِإْن َكرِْهُتُموُهنا فَ َعَسى َأْن َتْكَرُهوا َشي ْ
 
Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak 
menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak 
menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang 
banyak.98 
 
Ayat ini memberikan pengertian bahwa Allah menghendaki dalam 
sebuah perkawinan harus dibangun relasi suami istri dalam sebuah pola 
interaksi yang positif, harmonis, dengan suasana hati yang damai, yang 
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ditandai pula oleh keseimbangan hak dan kewajiban keduanya. Keluarga 
sakinah mawaddah wa rahmah akan terwujud jika keseimbangan hak dan 
kewajiban menjadi landasan etis yang mengatur relasi suami istri dalam 
pergaulan sehari-hari.99 Oleh karena itu pemahaman tentang kewajiban dan 
hak suami istri harus didasari aspek keadilan bagi keduanya sehingga tidak 
ada diskrimasi terhadap salah satu jenis kelamin. 
Pembahasan taklik talak perspektif gender difokuskan pada pebahasan 
unsur-unsur yang terdapat taklik talak itu sendiri yang berupa: 
1. Meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut 
Dalam taklik talak tidak dijelaskan apakah semu jenis kepergian 
seorang suami termasuk kedalam kategori ini. Berbeda dengan taklik talak 
pada masa pemerintahan Sultan Agung Hanyakrakusuma, Raja Mataram 
(1554 Jawa /1630 Masehi) dimana dalam sighat taklik talak disebutkan 
secara jelas bahwa kepergian seorang suami dalam rangka menjalankan 
tugas negara tidak termasuk dalam kategori ini.100 
Pemilihan waktu dua tahun bertutut-turut dalam taklik talak dianggap 
belum tepat, sebagaimana Ibnu Qudamah menyebutkan riwayat dari Imam 
Ahmad : 
تة أشهرسن يغيب عن أهله ؟ قال:يروى أوسىئل أمحدأي ابن حنبل رمحه هللا:كم للرجل   
 
Imam Ahmad bin Hambal pernah ditanya, “Berapa lama seorang 
suami boleh safar meninggalkan istrinya?” beliau menjawab, “Ada 
riwayat, maksimal 6 bulan.” 101 
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Dari Hadist diatas batasan yang ditetapkan secara syar’i tentang 
perginya suami meninggalkan istrinya adalah selama empat bulan, tidak 
boleh lebih. Sehingga dengan pemilihan waktu dua tahun berturut-turut 
dalam taklik talak dianggap terlalu lama. Sebagaimana kita ketahui bahwa 
seorang istri tidak hanya berhak mendapatkan nafkah lahir, namun juga 
nafkah batin. 
Sehingga seorang suami tidak cukup sekedar mencukupi kebutuhan 
lahiriah istrinya berupa sandang, papan dan pangan. Namun juga harus 
menaruh perhatian terhadap kebutuhan batin istrinya, bila ia berpergian 
dalam waktu yang lama maka kebutuhan yang satu ini akan terabaikan. 
Oleh sebab itu term ”meninggalkan istri saya dua tahun berutut-turut” 
dalam taklik talak ini dianggap belum berkesetaraan gender, hal ini 
dikarenakan waktu dua tahun bukanlah waktu yang singkat sedangkan istri 
harus menanggung beban keluarga yang lainnya 
Dalam analisis gender term ini pula masih mengandung adanya 
marginalisasi (peminggiran ekonomi) dimana seorang istri dalam waktu 
yang relatif lama harus memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa adanya peran 
suami didalamnya, tentunya hal ini memperparah ketidakadilan yang 
diterima istri. Begitu juga dengan subordinasi (penomorduaan), dalam term 
ini terkandung unsur subordinasi karena menganggap istri cenderung tidak 
lebih penting dibanding suami serta pemilihan waktu yang terlalu lama 









Term ini juga mengandung unsur stereotipe atau pelabelan negatif 
terhadap perempuan atau istri, istri dianggap sebagai seorang yang lemah, 
sehingga seorang suami dapat dengan mudah bertindak sewenang-wenang, 
term ini juga mengandung unsur violence atau kekerasan psikologis karena 
istri dibatasi haknya akan tetapi suami tidak dengan adanya aturan dua 
tahun tersebut. Oleh sebab itu term ini akan menimbulkan beban ganda atau 
double burden karena ketika seorang suami pergi selama dua tahun 
berturut-turut maka istrilah yang akan memegang kendali dalam rumah 
tangga, baik dari segi publik maupun domestik istri berperan sebagai 
pencari nafkah utama sekaligus mengaturr urusan rumah tangga..  
2. Tidak memberi nafkah 
Yang dimaksud nafkah disini adalah suami menyediakan kebutuhan 
bagi istri baik dari segi sandang, papan, pangan serta kesehatan. 
Kewajiban suami dalam hal nafkah ini tidak akan hilang meskipun 
seorang istri mampu untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Ketentuan 
ini terdapat pada Pasal 33 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang 
berbunyi “suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, 
setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”.102 
Pasal tersebut dituangkan pula dalam buku nikah bahwa hak istri untuk 
memperoleh keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuan 
suami sesuai dengan Pasal 34 Undang-undang No. 1 Tahun 1974.  
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Dalam analisis gender term “atau saya tidak memberi nafkah wajib 
kepadanya tiga bulan lamanya” tidak ada unsur marginalisasi 
(peminggiran ekonomi) didalamnya karena disini justru suami 
memberikan nafkah kepada istri sehingga dapat dikatakan bahwa taklik 
talak ini melindungi hak seorang istri untuk mendapatkan nafkah dari 
suaminya. Begitupula dengan subordinasi atau penomorduaan, karena 
dalam hal ini hak istri atas nafkah dari suaminya sangat diutamakan, 
tentunya hal ini sejalan dengan yang terdapat dalam Pasal 34 UU No. 1 
Tahun 1974. 
Pada term ini pula tidak mengandung unsur stereotipe atau pelabelan 
negatif terhadap istri karena istri tidak lagi dianggap menjadi beban bagi 
suami melaikan seseorang yang harus dijaga dan dilindungi haknya 
terkait hal perkonomian. Serta tidak mengandung unsur violence dimana 
tidak adanya unsur kekerasan ekonomi terhadap istri, sebagaimana yang 
dikutip oleh Durotun Nafisah memanfaatkan ketergantungan istri secara 
ekonomi, dan gugurnya nafkah istri karena melalaikan kewajiban 
termasuk kekerasan ekonomi.103 Pada term ini tidak pula menimbulkan 
beban kerja karena seorang suami bertanggung jawab atas nafkah istrinya 
sehingga seorang istri tidak dibebankan untuk bekerja disektor publik 
maupun disektor domestik sekaligus. 
Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa unsur taklik talak terkait 
nafkah disini sudah berkesetaraan gender, karena pada taklik talak disini 
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justru melindungi hak istri yang berupa hak untuk mendapatkan nafkah 
dari suami, oleh sebab itu dengan adanya taklik talak disini dapat 
menjamin hak istri atas hak kebendaannya dan terlindungilah aspek 
ekonominya. 
3. Menyakiti badan/jasmani 
Kekerasan berbasis gender, kekerasan tersebut terjadi akibat dari 
ketidak seimbangan posisi tawar (bargaining position) atau kekuasaan 
antara perempuan dan laki-laki. Kekerasan terjadi akibat konstruksi peran 
yang telah mendarah daging pada budaya patriarkal yang menempatkan 
perempuan pada posisi lebih rendah.104  
Pandangan bias gender yang menempatkan salah satu jenis 
kelamin superior dan lebih berkuasa dan jenis kelamin lainnya adalah 
inferior, berdampak pada hubungan herarkis bukan setara. Relasi yang 
timpang gender ini rentan terjadi kekerasan dimana pihak yang merasa 
lebih berkuasa melakukan kekerasan terhadap pihay yang dikuasai. 
Umumnya kekerasan berbasis gender lebih banyak terjadi pada 
perempuan dibanding dengan laki-laki.105 contoh dari kekerasan sendiri 
bisa berupa pemukulan penganiayaan dan pembunuhan. Kekerasan psikis 
seperti penghinaan, ungkapan melalui verbal atau perkataan yang dapat 
menyebabkan sakit hati dan hal-hal yang dapat menimbulkan rasa tidak 
nyaman lainnya. 
                                                                
104 Bunga Febriyanti Abidin, dkk, “Ketidakadilan Kesetaraan Gender Yang Melegenda”, (t.k, 
t.p, t.t), hlm. 6. 









Sejumlah studi menunjukan bahwa penganiayaan yang dilakukan 
suami terhadap sang istri berkaitan erat dengan kedudukan subordinatif 
kaum perempuan dalam masyarakat. Apa yang dilakukan oleh suami ini 
dikategorikan sebagai kejahatan seksual karena kejahatan tersebut 
dilakukan karena jenis kelamin. Yakni, pelaku adalah laki-laki dan 
korban adalah perempuan. Kejahatan ini disebut juga sebagai “kekerasan 
berbasis gender” (gender basic violence). situasi subordinatif yang 
dialami perempuan itu, antara lain disebabkan relasi gender yang tidak 
seimbang antara suami dan istri.106 
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagai akibat dari 
adanya budaya patriarkhi yang menempatkan posisi pihak yang memiliki 
kekuasaan merasa lebih unggul. Dalam hal ini laki-laki dianggap lebih 
unggul daripada perempuan dan berlaku tanpa perubahan dan bersifat 
kodrati. Pengunggulan laki-laki atas perempuan ini menjadikan 
perempuan berada pada posisi rentan menjadi korban kekerasan. 107 
Dalam kasus KDRT yang korbannya biasanya adalah kaum perempuan 
sebagai penghakiman atas kesalahan yang ditimpakan istri jika ada kasus 
KDRT sehingga istri tersakiti jasmaninya, tetapi seorang istri juga 
berperan untuk meredam emosi suami, agar suami tidak menyakiti istri 
yang berakibat terjadinya pelanggaran taklik talak. Meskipun demikian 
yang harus mempunyai kendali yang kuat adalah laki-laki (suami) dengan 
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mengedepankan tugas melindungi dan menyayangi dengan penuh cinta 
kasih agar terjaga emosinya.108  sebagai mana dijelaskan pula pada Pasal 
34 UU No. 1 Tahun 1974 bahwa suami wajib melindungi istrinya 
Oleh sebab itu dalam analisis gender term “atau saya menyakiti 
badan/jasmani istri saya” tidaklah mengandung unsur manifestasi 
ketidakadilan gender berupa marginalisasi karena taklik talak berusaha 
menjamin kontrol atas kepemilikan harta atau suber daya ekonomi, 
karena biasanya dalam keluarga isri mejadi pihak yang dibawah 
kekuasaan suami, sekalipun secara hukum perempuan dapat mewarisi 
hartanya akan tetapi pada praktiknya pihak prempuan ata istri akan 
dicegah salah satunya dengan tindak kekerasan 
Serta unsur subordinatif karena disini posisi perempuan atau istri 
sama dengan suami artniya tidak ada unsur superior dan inferior yang 
melekat pada diri seorang suami dan istri yang dapat menyebabkan 
kekuasaan yang satu atas lainya yng dapat mnyebabkan kekerasan, karena 
term ini justru melindungi perempuan dari tindak kekerasan yang 
dilakukan oleh suami. 
Unsur ini juga tidak mengandung stereotipe atau pelabelaan 
negatif terhadap perempuan karena taklik talak justru melindungi hak 
perempuan untuk dijaga dan dilindungi. Tidak pula mengandung unsur 
beban ganda serta violence karena sejatinya taklik talak dibuat untuk 
menghindari kekerasan yang dialami oleh istri dalam rumah tangga 
                                                                









sehingga taklik talak dapat melindungi istri dari segi fisiknya, demikian 
juga term ini bisa dikataan sudah berkesetaraan gender. 
Oleh sebab itu dapat diambil kesimpuln bawat dah berkesetaraan 
gender karena hak-hak perempuan untuk dilindungi dan dijaga terjamin 
atas adanya taklik talak, sehingga taklik talak dapat dikatakan melindungi 
istri secar fisik pula. 
4. Tidak memperdulikan atau membiarkan 
Yang dimaksud dengan membiarkan disini adalah jika seornag 
suami membiarkan atau lalai terhadap apa yang menjadi kewajibannya 
atau hak-hak istri. Oleh sebab itu untuk menghindari hal tersebut maka 
suami dan istri harus memahami apa yang menjadi kewajiban dan haknya 
masing-masing. 
Berdasarkan asas keadilan dan keseimbangan, ada beberpa hak 
dan kewajiban suami istri sebagai berikut:109  
a. Suami istri wajib memperlakukan pasangannya dengan baik 
(mu’āsyarah bi al-ma’rūf) bukan hanya meliputi aspek fisik tetapi 
juga meliputi aspek psikis 
b. Suami istri wajib melayani dan memuaskan kebutuhan seksual 
pasangannya 
c. Suami istri dituntut untuk bisa berdandan, seorang istri dituntut untuk 
selalau tampil cantik di hadapan suami tetapi seorang suamipun 
dituntut selalu berpenampilan gagah di hadapan istri 
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d. Suami istri wajib saling menjaga nama baik pasangannya 
e. Suami istri wajib saling melibatkan pasangannya dalam mengambil 
keputusan yang menyangkut kepentingan keluarga 
f. Suami istri wajib saling menjaga diri dan keluarganya dari 
kemaksiatan 
g. Suami istri wajib menjaga harta masing-masing, harta bersama dan 
harta pasangan  
Pada term ini pula tidak mengandung unsur manifestasri 
ketidakadilan gender berupa marginalisasi karena istri mmemiliki hak 
untuk diperdulikan dari segi nafkah atau ekonominya, serta unsur 
subordinasi karena perempuan memiliki hak untuk dilindungi dan dijaga 
tidak hanya dianggap sebagai pelengkap keluarga, serta strereotipe karena 
kedudukan istri dan suami sama dalam keluarga sehingga istri dapat pula 
berkontribusi pada keputusan-keputusan yang penting dalam rumah 
tangga dan suami harus mempertimbangkan pendapat istri. serta double 
burden karena suami dan istri paham akan kewajiban dan hak 
masing-masing sehingga tidak menimbulkan beban berlebih kepada istri, 
serta violence karena memperlakukan istri dengan baik merupakan bentuk 
menghindarkan diri dari kekerasan psikologis terhadap istri.  
Oleh sebab itu taklik talak berusaha menjamin hak perempuan 
atas haknya, yaitu hak untuk diperhatikan, hak untuk mrendapat 









dari segi psikis atau psikologinya sehingga dapat dikatakan bahwa term 
ini sudah berkesetaraan gender.  
Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa tujuan taklik talak adalah 
memberikan komintmen yang kuat bagi laki-laki (suami) untuk mu’āsyarah 
bi al-ma’rūf, memberikan jaminan terhadap hak-hak perempuan atau istri 
serta perlindungan dari perlakuan diskriminasi serta tindakan 
kesewenang-wenangan laki-laki atau suami. Dalam perspektif gender dimana 
suami istri mempunyai peran yang sama dalam rangka menjaga keutuhan 
perkawinan dan membentuk keluarga sakinah mawaddah wa raḥmah. Oleh 
karena itu pemahaman tentang kewajiban dan hak suami istri harus didasari 
aspek keadilan bagi keduanya sehingga tidak ada diskrimasi terhadap salah 
satu jenis kelamin.110 
Bentuk diskriminasi terhadap salah satu jenis kelamin bisa berupa 
masalah stereotipe (pelabelan terhadap salah satu jenis kelamin yang biasanya 
bersifat negatif), subordinasi (penomorduan), marginalisasi (peminggiran), 
double burden (beban ganda) dan kekerasan (violence) terutama terhadap 
kaum perempuan.111 
Pembacaan taklik talak perlu dipahami sebagai salah satu upaya 
menjaga kelangsungan pernikahan dan terciptanya keluarga yang sakinah 
mawaddah dan wa rahmah, bagi laki-laki membaca sighat taklik talak sebagai 
komitmen untuk melaksanakan tugas-tugas dan kewajibanya sebagai seorang 
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suami dengan sebaik-baiknya, dan tidak bertindak sewenang-wenang terhadap 
istri, melindungi dan menjaga hak-hak istri.112 
Meskipun baik suami maupun istri mempunyai peran yang sama 
dalam menjaga agar tidak terjadi pelanggaran taklik talak, akan tetapi jika 
terjadi sesuatu yang dianggap sebagai pelanggaran sighat taklik talak (entah 
karena suami atau istri saja atau mereka berdua tidak bisa menjalankan 
perannya), maka sighat taklik talak menjadi perlindungan bagi perempuan 
(istri) agar tidak berlarut-larut menjadi korban ketidakharmonisan keluarga, 
korban kekerasan dan kesewenang-wenangan laki-laki (suami).113 Oleh sebab 
itu diperlukan adanya taklik talak demi menjaga hak-hak perempuan tersebut 
dengan begitu pula sighat taklik talak menghindarkan perempuan (istri) dari 
ketidakadilan gender. 
Akan tetapi sebagaimana dijelaskan oleh Khoiruddin, dalam 
menggunakan konsep taklik talak dan perjanjian perkawinan dalam menjamin 
hak-hak perempuan (isteri) dan melindungi mereka dari perlakuan 
diskriminatif suami masih minimal oleh masyarakat Indonesia. Bahkan taklik 
talak, lebih khusus lagi mengucapkan sighat taklik talak, hanya sekedar tradisi, 
belum disadari sebagai kesempatan untuk mendapat jaminan hak dan 
perlindungan. Karena itu, kesempatan yang diberikan undang-undang belum 
digunakan secara baik dan maksimal oleh masyarakat Indonesia.114 oleh 
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sebab itu diperlukan sosialisasi lebih mendalam dengan harapan terbentuknya 



















1. Taklik talak didalam buku nikah dapat melindungi hak-hak istri karena 
dengan adanya sighat taklik tersebut maka sebagian besar hak-hak 
perempuan dapat terjamin apabila seorang laki-laki tidak dapat memenuhi 
kewajibannya sebagai seorang suami. Dalam hal ini, bahwa tujuan taklik 
talak adalah memberikan komitmen yang kuat bagi laki-laki (suami) 
untuk mu’āsyarah bi al-ma’rūf, memberikan jaminan kepada hak-hak 
istri dan sebagai pelindung dari perbuatan seorang suami yang tidak baik. 
2. Dengan analisis gender menggunakan manifestasi ketidakadilan gender 
berupa marginalisasi, subordinasi, stereotipe, kekerasan atau violence 
serta beban kerja atau double burden didapatkan bahwa taklik talak belum 
melindungi perempuan secara keseluruhan karena didalamnya masih 
terdapat unsur yang belum berkesetaraan gender karena pemilihan waktu 
yang masih relatif lama yaitu dua tahun berturut-turut sedangkan dalam 
syariat islam memiliki batasan waktu 6 bulan lamanya, akan tetapi taklik 
talak sudah melindungi hak-hak istri terkait pemenuhan hak ekonomi, 
psikologis dan fisik, karena dalam taklik talak berfokus kepada 
pemenuhan nafkah istri, hak untuk tidak disakiti secara jasmani serta hak 














1. Perlu adanya sosialisasi dari pihak yang berwenang mengenai taklik talak 
lebih mendalam dikarenakan penggunaan taklik talak pada masyarakat 
secara umum masih minim dan hanya dianggap sebagai suatu tradisi yang 
tidak memiliki nilai kesakralan tersendiri. 
2. Bagi masyarakat diperlukan pemahaman terhadap konsep taklik talak 
yang sebenearnya merupakan upaya untuk mencapai keluarga yang 
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